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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA 

PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN 

USAHA PERIKANAN 

(Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN Tjk) 

 

Oleh 

RINALDI AKRABI 

 

Setiap kegiatan penangkapan ikan harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan 

(SIUP) sebagai dasar legalitas usahanya. Tanpa SIUP maka kegiatan tersebut 

adalah ilegal atau tindak pidana. Contoh kasus tindak pidana tersebut adalah 

dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk Permasalahan dalam penelitian 

ini adalah: (1) Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan 

dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk? (2) Apakah pidana yang 

dijatuhkan hakim terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha 

Perikanan telah memenuhi aspek keadilan substantif? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, Narasumber terdiri 

atas Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Unila. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda 

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan 

terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan di wilayah pengelolaan 

perikanan tanpa SIUP dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk secara 

yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 92 Undang-Undang 

Perikanan. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak 

hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai 

upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu adanya hal- 

hal yang memberatkan dan meringan pidana bagi terdakwa, serta pidana yang 

dijatuhkan hakim telah memberikan manfaat kepada masyarakat. (2) Putusan yang 

dijatuhkan hakim tersebut belum memenuhi unsur keadilan, karena pidana 

penjara yang dijatuhkan masih belum maksimal dibandingkan dengan ancaman 
pidananya, sehingga kurang memberikan efek jera kepada pelaku. 



Rinaldi Akrabi 
Saran penelitian ini adalah: (1) Majelis hakim yang menangani tindak pidana 

penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan tanpa SIUP di masa yang 

akan datang hendaknya lebih optimal dalam menjatuhkan pidana. (2) Nelayan 

disarankan untuk tidak melakukan penangkapan ikan tanpa SIUP. 

 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penangkapan Ikan, SIUP 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia sebagai negara maritim yang kaya sumber daya alam, memiliki 

kekayaan kelautan yang besar, namun demikian potensi tersebut harus disertai 

dengan kesadaran mengenai pentingnya mengantisipasi perilaku negatif manusia 

terhadap alam. Wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber 

daya hayatinya, dan inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki 

Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan dan dua 

pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, 

teluk dan selat yang kaya sumber daya laut dan ikan. 

Tindak pidana yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah tindak 

pidana perikanan, yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan 

yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan 

kepada institusi atau lembaga perikanan yang berwenang. Tindak pidana 

perikanan ini salah satunya adalah kegiatan penangkapan ikan tanpa surat izin 

usaha perikanan sebagai dasar legalitas usahanya.
1
 

                                                             
1
 http://mukhtar-api.blogspot.com./2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html. Diakses Senin 25 

Oktober 2021. 

http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html
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Pelaku tindak pidana perikanan diancam pidana dan dapat dijatuhi pidana sesuai 

dengan kesalahan yang dilakukannya.
 

Putusan hakim dalam perkara pidana 

merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili 

suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. 

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh 

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan 

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. 

Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang 

hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan 

yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. 

Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan 

putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan 

berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang 

berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu. 

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan 

pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yaitu menangani dan 

memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan dan tidak terlepas dari 

sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau 

peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti 

menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan 

pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.  
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Pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan 

keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan 

kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, 

dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya 

kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Tindak pidana perikanan 

merupakan tindak pidana yang tidak hanya berdampak pada kerusakan pada 

ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan, tetapi juga 

menyangkut kedaulatan suatu negara, terutama apabila pelaku tindak pidana 

perikanan ini berasal dari negara asing yang tanpa hak memasuki wilayah perairan 

negara lainnya untuk menangkap ikan secara tidak sah. 

 

Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang 

perikanan adalah penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan harus 

memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 92 

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:  

 

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan 

Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, 

pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang 

tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda 

paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 

 

 

Wilayah Pengelolaan Perikanan menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 31 

Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 

2009 tentang Perikanan adalah wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 

untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi perairan 
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Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan 

genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara 

Republik Indonesia. 

 

Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 

mengatur sebagai berikut: 

(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, 

pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah 

pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.  

(2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 

berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil 

 

Contoh kasus tindak pidana perikanan di bidang penangkapan ikan di wilayah 

pengelolaan perikanan harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah 

dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk, dengan terdakwa bernama 

Raduan Roni bin Abdul Roni. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini 

adalah agar Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) 

bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan 

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 

(satu) bulan. Selanjutnya Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap dengan 

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar 

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 

 

Permasalahan dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk tersebut adalah: 

1. Pidana penjara selama 3 (tiga) dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar 

Rp5.000.000 yang dijatuhkan hakim belum maksimal dan masih jauh dari 
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ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 (UU Perikanan) yaitu 

pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak 

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).  

2. Perbuatan terdakwa dilakukan secara ilegal yaitu menangkap bibit atau Benur 

lobster + 900 ekor dalam keadaan hidup dan sebanyak + 46 ekor dalam 

keadaan mati.  

3. Pidana yang tidak maksimal tersebut dapat berdampak pada tidak adanya efek 

jera terhadap pelaku dan tidak menjadi pembelajaran bagi pihak (nelayan) 

lainnya agar tidak melakukan penangkapan ikan secara ilegal.  

 

Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan hakim dalam mengadili setiap 

perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang 

terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang 

jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana 

perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas 

yang diatur pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu hukum pidana harus bersumber 

pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang.  

 

Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar tepat dan memenuhi rasa 

keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada 

timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. 

Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan 

memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan 

terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan 

berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya 
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dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi 

kalangan teoritis dan praktisi hukum. Hakim dalam membuat putusan harus 

memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian 

serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun 

materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.  

Berdasarkan uraian di atas penulis melaksanakan penelitian yang berjudul: 

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku 

Usaha Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (Studi Putusan 

Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk) 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan 

dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk ? 

b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku usaha penangkapan 

ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan telah memenuhi aspek keadilan 

substantif? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian 

mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan dan pidana 

yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin 

Usaha Perikanan telah memenuhi aspek keadilan substantif. Ruang lingkup lokasi 



 7 

penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Ruang 

lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha 

Perikanan dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk  

b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku usaha 

penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan telah memenuhi aspek 

keadilan substantif 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis  

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan 

sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang 

berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan. 

b. Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi 

aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pokoknya masing-masing 

dalam bidang penegakan hukum pidana yang perkembangannya semakin 

kompleks pada saat ini. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya 

penelitian hukum
2
. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana  

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan 

sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) 

menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib 

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang 

diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 

 

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang 

baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik 

pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang 

tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa 

rutinitas, kekurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan 

adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam 

membuat keputusan.
 3
 

 

                                                             
2
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Rineka Cipta. 1986. hlm.101. 

3
 Lilik Mulyadi. Kekuasaan Kehakiman. Surabaya. Bina Ilmu. 2007. hlm.119. 
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Mackenzie menjelaskan ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara pidana , 

yaitu sebagai berikut: 

1) Teori keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-

syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat maupun kepentingan 

terdakwa. 

2) Teori pendekatan seni dan intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan 

dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, 

hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam 

perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan 

putusan, lebih ditentukan oleh instink/ intuisi dari pada pengetahuan dari 

seorang hakim. 

3) Teori pendekatan keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin 

konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam 

peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-

mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan 

ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam 

menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. 

4) Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan 

pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana 

dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang 

berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat. 

5) Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum 

dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada 

motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi 

para pihak yang berperkara. 

6) Teori kebijaksanaan 

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini 

berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini 

menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut 

bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi 
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anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, 

masyarakat dan bagi bangsanya.
4
 

 

 

Sudarto menyatakan bahwa putusan hakim merupakan puncak dari perkara 

pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari 

aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai 

sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:  

1) Pertimbangan yuridis 

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, 

tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). 

Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). 

Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga 

tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa 

perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak 

pidana yang dilakukan.  

2) Pertimbangan filosofis 

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana 

yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki 

perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa 

filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga 

setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat 

memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Secara filosofis 

penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan pembelajaran atau pembinaan 

kepada pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak melakukan 

kesalahan yang sama di masa yang akan datang.  

3) Pertimbangan sosiologis 

Pertimbangan sosoiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana 

didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa 

pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.
5
 

 

 

 

                                                             
4
 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif. Sinar Grafika. 

Jakarta. 2010. hlm.104-105. 
5
 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 67. 
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b. Teori Keadilan Substantif 

 

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. 

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada 

yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, 

yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap 

manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah 

itu dikatakan adil
6
  

 

 

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang 

tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang 

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan 

substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa 

saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim 

dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi 

keadilan). Artinya keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu 

mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural 

undang-undang yang memberi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum 

kepada masyarakat. 

 

John Rawls merupakan pencetus teori keadilan yang dikenal dengan a Theory of 

Justice, teori ini merupakan sebuah sumbangan terhadap teori keadilan yang telah 

ada yang dibentuk oleh kaum utilitarian dan intuisionsime. Utilitarianisme dan 

                                                             
6
 Ibid. hlm. 73. 
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Intuisionisme dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Thesis 

utama Bentham dan Mill tentang keadilan dituangkan dalam prinsip The Greatest 

Happiness for The Greatest Number. Prinsip ini diambil dari asumsi kaum 

utilitarian tentang konsep rasa sakit (pain) dan hasrat (desire). Manusia 

diandaikan akan selalu mencari rasa kebahagiaan/kepuasan dan selalu berjalan 

menghindari sejauh mungkin penderitaan. Konsekuensinya adalah manusia akan 

selalu memiliki prioritas untuk memaksimalisasi manfaat, keuntungan, dan segala 

konsekuensi dari tindakan yang paling menguntungkan.
7
 

 

2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian
8
. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah. Hasil analisis sebagaia 

suatu jawaban atau pemecahan masalah.
9
  

b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan hakim 

dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu 

perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim adalah aparat penegak 

hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan 

kepadanya dengan pertimbangan hukum.
10

 

                                                             
7
 Dominikus Rato, Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum, LaksBang 

Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 76. 
8
 Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm.103. 

9
 Lexy J.Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 54 

10
 Ahmad Rifai. Op.Cit. hlm.112 
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c. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh 

hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui 

proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai sanksi 

hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman 

itu sendiri.
 11

 

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi 

siapa yang melanggar larangan itu.
12

 

e. Tindak pidana penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan tanpa 

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) menurut Pasal 92 Undang Undang Nomor 

31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang Perikanan adalah setiap orang yang dengan sengaja di 

wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha 

perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, 

pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu 

miliar lima ratus juta rupiah). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 Nikmah Rosidah. Asas-Asas Hukum Pidana. Semarang. Pustaka Magister. 2011. hlm. 68. 

 
12

 Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta. Bina 

Aksara. 1993. hlm. 46.  
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E.  Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:  

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup 

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, 

serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian 

mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan.  

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari 

pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.  

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi deskripsi berupa hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan dan pidana yang 

dijatuhkan hakim terhadap pelaku usaha penangkapan ikan tanpa Surat Izin 

Usaha Perikanan telah memenuhi aspek keadilan substantif 

V. PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan saran 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana 

 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan 

sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa 

dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan 

atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari putusan. 

 

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan 

untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna 

memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat 

mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat 

berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. 

Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, 

putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, 

kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta 

secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan 

moralitas dari hakim yang bersangkutan.
13

 

                                                             
13

 Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153 
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Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan 

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. 

Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang 

hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan 

yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang 

umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara 

pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan 

Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-

pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.
14

  

 

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa 

yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus 

dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan 

dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 

KUHAP. Sistematikan putusan hakim adalah: 

(1) Nomor Putusan 

(2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa) 

(3) Identitas terdakwa  

(4) Tahapan penahanan (kalau ditahan) 

(5) Surat Dakwaan 

(6) Tuntutan Pidana 

(7) Pledooi 

(8) Fakta Hukum 

(9) Pertimbangan Hukum 

(10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan 

(11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana 

(12) Pernyataan kesalahan terdakwa 

(13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman  

(14) Kualifikasi dan pemidanaan  

(15) Penentuan status barang bukti  
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(16) Biaya perkara  

(17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan 

(18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan  

 Penasehat Hukumnya  

 

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam 

beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa 

melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, 

yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum 

menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam 

mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan 

dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh 

manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau 

bagi masyarakat pada umumnya. 

 

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, pemidanaan 

merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi 

oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui 

proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan 

pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.
15

 

 

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang 

baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik 

pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang 

tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa 
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rutinitas, kekurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan 

adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam 

membuat keputusan.  

 

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari: 

 

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan 

hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila 

Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan 

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh terdakwa 

2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP 

Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 

terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan 

merupakan suatu tindak pidana. 

3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan 

meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan 

ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa
16

 

 

 

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan 

lepas, sebagai berikut: 

(1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 

(2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 

tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 

hukum. 

 

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

“perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” 

adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian 

dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. 

                                                             
16

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010, hlm.104-105. 



 19 

 

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum 

pembuktian, yaitu pada putusan bebas (vrijspraak) tindak pidana yang 

didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya 

ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat 

bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). 

Sedangkan, pada putusan lepas (ontslag van alle rechtsvervolging), segala 

tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan 

jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, 

akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan 

merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari 

tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquittal, dalam arti dibebaskan dari 

pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana.
 
Berbeda halnya jika Pengadilan 

berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dipidana. terdakwa diputus 

lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) 

KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.
17

  

 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu 

berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang 

dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. 
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B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan 

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak 

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.  

 

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim 

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: 

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; 

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; 

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan 

fungsi yudisialnya.
 18

 

 

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian 

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses 

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan 

dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti 

yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu 

saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.  
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Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan 

pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 

sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). 

Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan 

Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara 

umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)
19

 

 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan 

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak 

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan 

yang bebas dan tidak memihak. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman 

adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. 

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di 

mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, 

yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan 

dianggap telah terbukti, disamping alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga 

ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.
20
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Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di 

mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, 

yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan 

dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang 

juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang 

baik. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim 

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada 

hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat 

mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) 

Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan 

fungsi yudisialnya.
 21

  

 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak 

tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim 

dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang 

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku. Putusan 

yang dijatuhkan hakim secara ideal harus mampu memenuhi kepentingan pihak 

korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. 

 

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu 

kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan 

hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada 
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penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan 

berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor 

budaya, sosial dan ekonomi.  

 

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yag 

mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-

nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara 

mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas 

dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan 

sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar 

pertanyaan (the 4 way test), yakni: 

1) Benarkah putusanku ini? 

2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan? 

3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan? 

4) Bermanfaatkah putusanku ini?
22

 

 

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang 

baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik 

pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang 

tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa 

rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja 

aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam 

membuat keputusan.  
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Hakim menurut Barda Nawawi Arief
23

, dalam mengambil keputusan pada sidang 

pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:  

a. Kesalahan pelaku tindak pidana 

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. 

Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku 

tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus 

ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya 

kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus 

memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.  

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai 

motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum 

c. Cara melakukan tindak pidana  

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih 

dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat 

di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.  

d. Sikap batin pelaku tindak pidana 

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa 

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku 

juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan 

melakukan perdamaian secara kekeluargaan. 

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat 

mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, 

misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal 

dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan 

sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah). 

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana 

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak 

berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka hal yang di atas 

juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana 

bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau 

bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus 

terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan. 

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku 

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku 

tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi 

perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, 
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memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga 

menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.  

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah 

suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, 

agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak 

melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
24

 

 

 

C. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan
25

 

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum.
26 

 

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa 

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan 

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat 

keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi 
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yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga 

pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak pidana.  

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

atau tindak pidana. Secara yuridis formal, tindak tindak pidana merupakan bentuk 

tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka 

akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu 

yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-

undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun 

daerah.
 27

 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan
28

 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak 

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki 

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di 
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mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum 

dan terjaminnya kepentingan umum.
 
 

 

Moeljatno menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 

aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut 

Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan: 

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana 

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada 

orang yang menimbulkan kejadian itu. 

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena 

antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat 

pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan 

orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan 

olehnya”. 
29

 

 

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk 

menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau 

tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 
30

 

Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai 

strafbaarfeit yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 

ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku 

yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana 

yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. 
31
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Tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum 

pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk 

memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal 

yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak 

pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian 

pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-

dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. 

Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis 

yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda ”straf” 

yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”. 
32

 

 

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”strafbaarfeit” untuk 

mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan 

perkataan strafbaarfeit, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat 

tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti 

yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. 

 

Upaya untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-

syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang 

dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana (strafbaarfeit). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu 
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perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan orang yang 

memungkinkan adanya pemberian pidana. 
33

  

 

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-

unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang 

dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada 

diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk 

kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan 

yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan 

dari si pelaku itu harus dilakukan.
34

 

 

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus); 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud 

dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP; 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam 

tindak pidana-tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan 

lain-lain; 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya 

terdapat di dalam tindak pidana pembunuhan Berdasarkan Pasal 340 KUHP; 

e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan 

tindak pidana Berdasarkan Pasal 308 KUHP.  

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah: 
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a. Sifat melanggar hukum; 

b. Kualitas si pelaku; 

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan 

sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
35

 

 

Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang 

perikanan adalah penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan harus 

memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 92 

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan: Setiap orang yang 

dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan 

usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, 

pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 

(delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima 

ratus juta rupiah). 

 

Penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 

menyebutkan bahwa terdapat berbagai isu pembangunan perikanan yang perlu 

mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun 

pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut 

diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan 

tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi 

negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, 
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iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus 

diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang 

perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang 

pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.
36

 

 

Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam 

penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Namun pada kenyataannya, 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum 

mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan 

hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan 

belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan 

perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, 

birokrasi, maupun aspek hukum.
37

 

 

Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum 

terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan 

perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan 

kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara 

lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi 

relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi 

di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.
38
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Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang perikanan dengan cara 

penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan harus memiliki Surat Izin 

Usaha Perikanan (SIUP) dapat dikategorikan sebagai usaha perikanan secara 

ilegal atau Illegal fishing.  

 

Illegal fishing practices not only among foreign fishermen who harm the country, 

and threaten the interests of fishermen, fish cultivation person, as well as the 

national fishing entrepreneur, but it is also done by the local fishermen. Illegal 

fishing practice carried out by fishermen or local businessmen could be classified 

into to (three) categories, namely: (1) Indonesian flagged fishing ship former 

foreign fishing ship which had fake document or even no document permit (2) 

Indonesia Fishing Ship (KII) document real fake or "real or fake" (in the sense of 

issuing official is not authorized, or counterfeit documents); (3) Indonesian ships 

were undocumented at all, that means to catch fish without any permit. (Praktek 

penangkapan ikan illegal tidak hanya di kalangan nelayan asing yang merugikan 

negara, dan mengancam kepentingan nelayan, pembudidaya ikan, serta pengusaha 

perikanan nasional, tetapi juga dilakukan oleh nelayan lokal. Praktek illegal 

fishing yang dilakukan oleh nelayan atau pengusaha lokal dikelompokkan 

menjadi (tiga) kategori, yaitu: (1) Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia 

Bekas Kapal Penangkap Ikan Luar Negeri yang memiliki dokumen palsu atau 

bahkan tidak memiliki dokumen izin (2) Kapal Penangkap Ikan Indonesia (KII) 

menggunakan dokumen "asli atau palsu" (dalam arti diterbitkan oleh pejabat yang 
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tidak memiliki kewenangan atau dokumen palsu); (3) Kapal Indonesia yang sama 

sekali tidak memiliki dokumen, dalam arti menangkap ikan tanpa izin.
39

 

 

D. Keadilan Substantif 

 

 

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. 

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada 

yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, 

yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap 

manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah 

itu dikatakan adil
40

  

 

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada 

praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan 

menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan 

prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap 

suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim 

terhadap hukum yang amat kaku dan normative prosedural dalam melakukan 

konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator 

yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak 

terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan 

perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. 

Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang 
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berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial 

selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan 

lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.  

 

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang 

tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang 

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan 

substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa 

saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim 

dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi 

keadilan). Artinya keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu 

mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural 

undang-undang yang memberi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum.
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41

 Ibid. hlm. 74. 



 35 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan 

pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk 

memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau 

kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk 

memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan 

realitas yang ada atau studi kasus
42

  

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder 

dalam penelitian ini, terdiri dari:  
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a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang yang bersifat 

mengikat, terdiri dari: 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

(3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 

(4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Republik Indonesia.  

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan 

hukum primer, di antaranya: 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 32/Pid.B/LH/ 

2021/PN.Tjk  

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari 

berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai 

literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari 

internet. 
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C. Penentuan Narasumber  

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk 

melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun 

narasumber dalam penelitian ini adalah: 

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang : 1 orang 

2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  : 1 orang + 

Jumlah        : 2 orang  

 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi 

lapangan sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku 

literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait dengan permasalahan.  

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan 

wawancara (interview) kepada narasumber penelitian sebagai usaha 

mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 
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2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti 

dalam penelitian ini.  

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang 

benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling 

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada 

subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya 

diberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) 

bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta 

rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana 

penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan tanpa Surat Izin Usaha 

Perikanan (SIUP) dalam Putusan Nomor: 32/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk terdiri 

dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis 

didasarkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 92 Undang-

Undang Perikanan dan memenuhi minimal dua alat bukti di persidangan. 

Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya 

bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya 

pemidanaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu adanya hal-hal 

yang memberatkan dan meringan pidana bagi terdakwa, serta pidana yang 

dijatuhkan hakim telah memberikan manfaat kepada masyarakat. 

 

2. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penangkapan 

ikan di wilayah pengelolaan perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan 

(SIUP) belum memenuhi unsur keadilan, karena pidana penjara yang 
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dijatuhkan masih belum maksimal dibandingkan dengan ancaman pidananya. 

Selain itu perbuatan terdakwa dilakukan secara ilegal yaitu menangkap bibit 

atau Benur lobster + 900 ekor dalam keadaan hidup dan sebanyak + 46 ekor 

dalam keadaan mati. Pidana yang tidak maksimal tersebut dapat berdampak 

pada tidak adanya efek jera terhadap pelaku dan tidak menjadi pembelajaran 

bagi pihak (nelayan) lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa.  

 

B. Saran 

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Majelis hakim yang menangani tindak pidana penangkapan ikan di wilayah 

pengelolaan perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di masa yang 

akan datang hendaknya lebih optimal dalam menjatuhkan pidana. Hal ini 

penting dalam rangka memberikan efek jera terhadap pelaku dan sebagai 

upaya perlindungan atas kelestarian sumber daya perikanan. 

2. Nelayan disarankan untuk tidak melakukan penangkapan ikan di wilayah 

pengelolaan perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) karena hal 

tersebut merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Nelayan 

hendaknya hanya menangkap ikan yang diizinkan untuk ditangkap dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 
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